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ABSTRAK 
 
PERANAN INSPEKTORAT TERHADAP  
PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE  
PADA INSTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN MAROS 
 
THE ROLE OF INSPECTORATE OF 
THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE AT 
GOVERNMENT AGENCIES OF  MAROS REGENCY 
 
 
Nita Ivana Payangan 
Kartini 
Muhammad Ishak Amsari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan inspektorat terhadap 
penerapan good government governance pada Pemerintah Kabupaten Maros. 
Penelitian ini bersifat kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer 
dan data sekunder. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap 48 
responden di inspektorat, wawancara, dan kepustakaan. Temuan penelitian ini 
menunjukkan bahwa (1) pengaruh dari masing-masing variabel peranan 
inspektorat (x) terhadap penerapan good government governance (y) 
mempunyai arah yang positif. Hasil uji hipotesis t menunjukkan tingkat 
signifikansi sebesar 0.047 lebih kecil dari 0,05, (2) peranan inspektorat dalam 
menerapkan good government governance sudah diterapkan secara efektif 
dimana posisi inspektorat pada Kabupaten Maros telah diperhitungkan dan 
adanya pemberdayaan yang maksimal atas kemampuan pegawai inspektorat. 
Kata kunci: peranan inspektorat, good government governance, pengawasan 
 
 
Research aims to understand the role of inspectorate against the implementation 
of good government governance in the district government maros .This is a 
quantitative research. The kind of data that used the primary and secondary data. 
Data is collected from spreading the questionnaire to inspectorate, interview, and 
literature. The result of the research indicated that (1) the impact of of each 
variable the role of inspectorate (x) against the implementation of good 
government governance (y) had a positive direction. The results of the hypothesis 
t indicated the level of significance of 0.047 smaller than 0.05, (2) the role 
inspectorate in applying good government governance it has been applied 
effectively where position inspectorate on maros regency have been calculated 
and the maximum empowerment over the ability employees inspectorate 
 
Keywords: role of inspectorate, good government governance, supervision 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada hakikatnya 
merupakan pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengelola 
sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari 
daerah tersebut. Selain itu, pemberian otonomi daerah juga memberikan 
keleluasaan kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. 
Dalam peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 1 menyatakan 
bahwa "keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah  yang dapat dinilai dalam uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang  berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut". Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara pasal 16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) merupakan: 
"Wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun 
dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan 
pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, 
dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah." 
 
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah (peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 
1). Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus 
ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif.
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Pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan keuangan yang menunjukkan berbagai macam informasi atas 
penggunaan sumber daya dan sumber dana yang diberikan kepadanya. Laporan 
keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan 
penggunaan sumber daya dan sumber dana yang diberikan kepadanya 
(Prasetyo, 2004:5)  
Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pasal 101 menyatakan bahwa "kepala daerah menyampaikan rancangan 
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 
DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir."  
Ketua BPK Hadi Poernomo menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) bukan berarti bersih dari korupsi. Hadi Poernomo 
menegaskan bahwa tujuan dari rekomendasi atas laporan keuangan bukan untuk 
menentukan terjadinya korupsi. Namun untuk memberikan opini apakah laporan 
keuangan sudah disajikan dengan benar, wajar, dan sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang diterima umum di Indonesia (BPK, 2011). 
Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang 
penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat 
diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan 
rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu pengawasan 
intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong 
terwujudnya good governance, dan clean goverment dalam mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta 
bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tugas-tugas yang 
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dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah tidak hanya terbatas 
pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan 
konsultansi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan 
tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat ini. Hanya saja, 
masih sering terdengar suara sumbang yang mengecilkan peran dan arti penting 
Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam membantu terwujudnya 
good government governace pada sektor publik.  
Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah 
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, terdiri atas: 
(1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (2) Inspektorat 
Jendral (Itjen), (3) Inspektorat Pemerintah Provinsi, (4) Inspektorat Pemerintah 
Kabupaten. Dalam meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan 
keuangan pemerintah daerah maka aparat pengawasan intern dalam hal ini 
Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan review atas laporan keuangan 
pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan.  
Berdasarkan Gambaran Hasil Pemeriksaan Tahun 2014 yang dikeluarkan 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
Tabel 1.1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros 
Tahun 2009 s.d 2013 
No. Tahun Opini LKPD TA 
1. 2009 Disclaimer 
2. 2010 Disclaimer 
3. 2011 Wajar Dengan Pengecualian ( WDP ) 
4. 2012 Wajar Dengan Pengecualian ( WDP ) 
5. 2013 Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) 
Sumber data: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Sul-Sel 
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Dari peningkatan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di atas dapat disimpulkan bahwa pimpinan 
dalam hal ini Bupati Kabupaten Maros dan seluruh SKPD termasuk inspektorat 
mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan pengelolahan 
keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
berdasarkan pada sebagai berikut. 
a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-
prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. 
b. Kecukupan pengungkapan. 
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 
d. Efektivitas atau keandalan SPI. 
 Demi terlaksananya suatu pemerintahan yang baik juga dibutuhkan 
sebuah komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan 
masyarakat. Good Governance yang baik menuntut adanya partisipasi, aturan 
hukum, transparasi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, efektifitas dan 
efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis, saling keterkaitan sesuai dengan prinsip 
dasar yang dikemukan oleh United Nation Development. Dengan demikian 
penerapan konsep pemerintahan negara merupakan tantatangan tersendiri 
sehingga dibutuhkanlah peranan inspektorat guna menjalankan fungsi 
pengawasan atas efisiensi dan efektifitas kerja sistem pengendalian manajemen 
yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). 
Hal ini perlu dilakukan karena sebagai Inspektorat adalah merupakan 
unsur pengawas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas di lingkungan kementeriannya, dan bertugas 
menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan 
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kegiatan administrasi umum, keuangan dan kinerja, pelaporan hasil   
pengawasan dan pemeriksaan serta pemberian usulan tindak lanjut temuan 
pengawasan dan pemeriksaan, sehingga hal ini perlu dilakukan dengan 
menerapkan good government governance yang didalamnya mencakup 
partisipasi, transparansi, responsif, fairness, efektivitas dan efisiensi, 
akuntabilitas serta bervisi strategis. 
Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melihat apakah ada 
pengaruh audit internal terhadap Good Government Governance. Sehingga 
penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul:  "Peranan Inspektorat 
terhadap penerapan Good Government Governance pada Instansi 
Pemerintahan Kabupaten Maros." 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penerapan good 
government governance?  
2. Bagaimana peranan inspektorat dalam menerapkan good 
government governance pada pemerintahan Kabupaten Maros?  
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerapan good 
government governance.  
2. Untuk mengetahui peranan inspektorat dalam menerapkan good 
government governance. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peranan 
inspektorat terhadap penerapan good government governance pada Instansi 
Pemerintahan Kabupaten Maros  
1. Kontribusi Teoretis  
a. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 
referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu 
pengetahuan  
b. Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang pentingnya peranan 
inspektorat terhadap penerapan good government governance dalam 
mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.  
c. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi serta perbaikan atas 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dapat mengembangkan 
topik ini lebih luas dan detail.  
2. Kontribusi Praktis  
a. Inspektorat, sebagai bahan pertimbangan bagi Inspektorat untuk terus 
meningkatkan mutu SDM yang ada dalam Audit Intern dan Pengendalian 
Intern sehingga dapat meningkatkan keandalan dan ketepatan 
inspektorat dalam mengendalikan pengendalian internal. 
b. Pembaca, sebagai bahan referensi bagi pembaca untuk menambah 
pengetahuannya atau mengembangkan penelitiannya 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Berikut ini penulis menyajikan uraian singkat materi pokok yang akan 
dibahas pada masing-masing bab sehingga dapat memberikan gambaran 
menyeluruh tentang penulisan ini sebagai berikut. 
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Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan pustaka. Bab ini terdiri dari tinjauan teori dan kerangka 
pemikiran yang menjadi landasan dalam penelitian ini. 
Bab III Metode penelitian. Bab ini terdiri dari lokasi peneliti, jenis dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis 
dan analisis data. 
Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan tentang 
deskripsi data terkait dengan judul penelitian, pengujian hipotesis dan 
pembahasan untuk menjawab masalah penelitian. 
Bab V Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian 
yang telah dilakukan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait 
serta keterbatasan dalam melaksanakan penelitian. 
 8 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Sistem Pengendalian Intern 
2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Berikut ini definisi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yaitu.  
1. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan 
dan kinerja instansi pemerintah, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi 
oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang 
memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian 
laporan keuangan Pemerintah.  
2. PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian 
Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah.  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman 
pelaksanaan review atas laporan keuangan pemerintah daerah, SPI adalah 
suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, 
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efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
dan keandalan penyajian laporan keuangan. 
 
2.1.2 Unsur-unsur Pengendalian Internal 
Pengendalian internal dapat dikatakan baik jika sudah memenuhi kelima  
unsur komponen pengendalian internal yang dikeluarkan oleh Committee of 
Sponsoring Organizations (COSO) seperti yang diikutip oleh Hery (2013:90) 
meliputi. 
1. Lingkungan pengendalian 
2. Penilaian Risiko 
3. Aktivitas pengendalian 
4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi 
5. Pemantauan 
Sebelum melakukan audit seorang auditor perlu memahami dan menilai 
lingkungan pengendalian suatu organisasi auditor perlu mempertimbangkan 
beberapa hal seperti intergritas dan nilai-nilai etis, komitmen pada kompetensi, 
partisipasi komisaris dan komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, 
struktur serta kebijakan atas sumber daya manusia. Penilaian risiko oleh auditor 
sedikit berbeda dengan penilaian risiko manajemen dimana pihak manajemen 
mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko terkait guna memperkecil 
kekeliruan serta kecurangan sedangkan bagi auidtor menilai risiko untuk 
memutuskan jenis dan kecakupan bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. 
Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang 
digunakan untuk mengatasi risiko yang terjadi seperti pemisahan fungsi dan 
pembagian kerja, otorisasi yang tepat atas transaksi, dokumen yang memadai, 
pengendalian fisik atas aktiva, pemeriksaan independen atau verifikasi intenal. 
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Prosedur ini perlu dilakukan agar manajemen dan auditor menjadi lebih mudah 
memahami sistem yang berlaku dalam organisasi. Bukan hanya aktivitas 
pengendalian yang diperlukan oleh pihak manajemen dan auditor dalam 
membangun kinerja dalam organisasi melainkan informasi dan komunikasi 
akuntansi terkait data keuangan dimana transaksi yang dicatat, diproses, dan 
dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit yaitu keterjadian, kelengkapan, 
keakuratan, posting dan pengiktisaran, klasifikasi, dan penetapan waktu 
transaksi yang dicatat. Selain keempat komponen pengendalian ini yang terakhir 
adalah pemantauan terkait sistem pengendalian yang terjadi dalam organisasi 
apakah pengendalian yang diterapkan sudah sesuai sebagaimana mestinya, dan 
apakah temuan audit yang ada segera dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pihak 
manajemen. 
 
2.1.3 Pemahaman Atas Pengendalian Intern  
SA Seksi 319 Pertimbangan atas pengendalian intern dalam Audit 
Laporan Keuangan paragraf 06 mendefinisikan pengendalian intern sebagai 
suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajamen, personel lain 
yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 
golongan tujuan yaitu. 
a. Keandalan pelaporan keuangan 
b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 
c. Efektivitas dan efesiensi operasi 
Pengendalian intern yang berlaku dalam entitas pelaporan (pemda) 
merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang 
dihasilkan oleh entitas tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat 
atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya, auditor meletakkan 
11 
 
kepercayaan atas efektivitas pengendalian intern dalam mencegah terjadinya 
kesalahan material dalam proses akuntansi. Auditor perlu memperoleh 
pemahaman tentang pengendalian intern suatu pemerintah daerah untuk 
perencanaan auditnya. Mulyadi (2001:180).    
Permendagri Nomor 04 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu 
atas laporan keuangan pemda memberikan pedoman tentang tata cara penilaian 
atas SPI dilakukan dengan proses sebagai berikut.  
a. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang 
meliputi: Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas; Sistem dan Prosedur 
Pengeluaran Kas; Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja; Sistem 
dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 
Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.  
b. Melakukan observasi dan/ atau wawancara dengan pihak terkait di setiap 
prosedur yang ada. Aktivitas ini untuk mengidentifikasi resiko yang 
mungkin timbul di setiap sub proses yang ada dan keberadaan sistem 
pengendalian dalam rangka mengantisipasi resiko yang bersangkutan.  
c. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah 
kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji yang material 
dalam penyusunan laporan keuangan. 
d. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah 
kesimpulan tentang arah pelaksanaan pengujian SPI.  
Efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjadi 
tanggungjawab menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Sudjono 
dan Hoesada, (2009) menyatakan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas 
SPI perlu dilakukan.  
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a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi 
pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern 
tersebut dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) 
melalui auidt, reviu, evaluasi, pemantau, dan kegiatan pengawasan 
lainnya.  
b. Pembinaan penyelenggaraan SPI pemerintah. Berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan, organisasi yang diberi kewenangan dalam 
pembinaan SPI adalah Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP). 
Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk: penyusunan pedoman teknis 
penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, 
pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor 
APIP. 
 
2.1.4 Tujuan Pengendalian Internal 
Tujuan SPIP seperti yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat (3) PP nomor 
60 tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi 
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang 
dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa 
perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen memiliki tiga 
tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu 
keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan 
pada hukum dan peraturan. 
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Tanggung jawab atas pengendalian internal berbeda antara manajemen 
dan auditor. Manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan 
sistem pengendalian internal serta melaporkan secara transparan perihal 
efektivitas pelaksanaan pengendalian tersebut. Sebaliknya, tanggung jawab 
auditor sehubungan pegendalian internal klien adalah memahami dan melakukan 
pengujian internal atas pelaporan keuangan. Auditor juga berkewajiban untuk 
menerbitkan laporan audit tentang penilaian manajemen atas pengendalian 
internalnya, termasuk pendapat auditor mengenai keefektifan pelaksanaan 
pengendalian tersebut. 
 
2.2 Inspektorat 
2.2.1 Definisi Inspektorat 
Pemerintah telah mencanangkan beberapa pasal guna mengatur sistem 
pemerintahan di Indonesia agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik  
khususnya terkait dalam pelaksanaan pengawasan pengendalian intern sebagai 
berikut. 
1. Menurut Organisasi Perangkat Daerah tahun 2011 pasal 1 dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa inspektorat Kabupaten/Kota 
adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada bupati/walikota. 
2. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan 
dan kinerja instansi pemerintah 
"Sistem pengendalian intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 
manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam 
pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah." 
 
3. PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
"SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 
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memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan." 
 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman 
pelaksanaan review atas laporan keuangan pemerintah daerah 
"SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk 
memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, 
ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan keandalan 
penyajian laporan keuangan." 
 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa inspektorat adalah  aparat 
pengawas intern yang berfungsi memperkuat sistem pengendalian intern 
pemerintah sehingga dapat mencapai tujuan organisasi, memberikan keyakinan 
yang memadai atas efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan 
keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan atas peraturan perundang- 
undangan. Fungsi ini sejalan dengan fungsi audit internal dengan karakteristik 
yang berbeda dengan audit internal pada perusahaan/ korporasi. 
 
2.2.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat 
Berikut ini tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yaitu. 
1. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 Pasal 3 tentang pedoman 
teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota: 
"Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan 
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa." 
 
2. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 Pasal 4 tentang pedoman 
teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota: 
"Inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas 
sebagimana dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 3 yaitu 
perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan, fasilitas pengawasan, 
pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan." 
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3. Menurut Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2005 menyebutkan bahwa: 
"pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh 
aparat pengawas pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya." 
Pengawasan yang dilakukan aparat pengawas pemerintahan di sesuai 
dengan fungsi dan kewenangannya melalui. 
a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 
b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu. 
c. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari unit satuan 
kerja. 
d. Pungusutan atas kebenaran laporan keuangan mengenai adanya indikasi 
terjadinya penyimpangan, kolusi, korupsi, dan nepotisme. 
e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan 
program, dan kegiatan. 
f. Monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
daerah dan pemerintahan di daerah. 
 
2.3 Audit 
2.3.1 Pengertian Audit 
Menurut Mulyadi (2001:9), 
"Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi 
bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 
kejadian ekonomi, dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian 
hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan." 
 
 
2.3.2 Auditing Ditinjau dari Sudut Profesi Akuntan Publik 
"Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditing adalah pemeriksaan 
(examination) secara objektif atas pelaporan keuangan suatu perusahaan atau 
organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan 
tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan dan hasil usaha perusahaan ata organisasi tersebut (Mulyadi, 
2001:11)." 
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2.4 Audit Internal 
Menurut Sukrisno Agoes (2004:221), 
"Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian audit internal 
perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, 
maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan 
dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan 
profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang 
perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, 
dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi 
keuangan." 
 
Definisi audit Internal menurut IIA (Institute of internal auditor) yang dikuti 
oleh Boynton (2001:980), yakni.. 
"Internal auditing is an independent, obejective assurance and consulting activity 
designed to add value and improve an organization's operations. It helps an 
organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disiplined, and 
governance processes." 
  
Menurut Hiro Tugiman (2006:11) meyimpulkan bahwa pemeriksaan 
internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi 
untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. 
 
2.5 Keterbatasan Pengendalian Internal 
Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh 
karena itu, diatas telah disebutkan bahwa pengendalian intern hanya 
memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan 
komisaris tentang pencapaian tujuan entitas (Mulyadi, 2001:181). Berikut ini 
adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern. 
1. Kesalahan dalam pertimbangan.  
Sering kali, manajeman dan personel lain dapat salah dalam 
mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan 
tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau 
tekanan lain. 
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2. Gangguan 
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 
personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 
kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat 
sementara atay permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur 
dapat pula mengakibatkan gangguan. 
3. Kolusi 
Tindakan bersama beberapa indicidu untuk tujuan kejahatan disebut dengan 
kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang 
dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan dapat terungkapnya 
ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern 
yang dirancang. 
4. Pengabaian oleh manajemen 
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah 
diterapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, 
penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu 
5. Biaya lawan manfaat  
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh 
melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena 
pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin 
dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara 
kuantitatif dan kualitatif dala mengevaluasi biaya dan manfaat suatu 
pengendalian intern. 
 
2.6 Good Government Governance 
2.6.1  Pengertian Good Government Governance 
Menurut Sedarmayanti (2012), 
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"Kepemerintahan yang baik (good governance) terbagi atas 2 pengertian yaitu 
good dan governance. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau 
kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam 
pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan 
keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan 
efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut." 
 
OECD dan World Bank mensinonimkan good governance dengan 
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, 
sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan salah alokasi 
dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun 
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political 
framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. 
Moeljono (2005:87) menyatakan bahwa good corporate governance dapat 
diartikan sebagai kepemerintahan yang baik atau penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk 
bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan 
pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Political 
governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan. Economic governance 
mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna 
meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan 
peningkatan kualitas hidup. Administrative governance berarti, bahwa 
penyelenggaraan setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan 
dengan bersih, efisien dan efektif. 
 
2.6.2 Prinsip - Prinsip Good Government Governance 
Dalam menerapkan Good Government Governance harus dijalankan 
secara menyeluruh bukan hanya difokuskan pada salah satu komponen yang 
ada di dalam organisasi atau perusahaan agar menjadi satu kesatuan yang tak 
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terpisahkan, dengan demikian maka pencapaian tujuan perusahaan akan lebih 
mudah tercapai. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, Good 
Governance memiliki sepuluh prinsip yaitu. 
1. Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam 
segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 
2. Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan 
swasta dan masyarakat luas. 
3. Daya Tanggap: Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan 
terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 
4. Profesionalisme: Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan 
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat 
dengan biaya terjangkau. 
5. Esisiensi & Efektivitas: Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada 
masyarakat dengan sumber daya yang tersedia secara optimal dan 
bertanggung jawab. 
6. Transparansi: Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan 
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di 
dalam memperoleh informasi. 
7. Kesetaraan: Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat 
untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
8. Wawasan ke depan: Membangun daerah berdasarkan visi dan strategis 
yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses 
pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab 
terhadap kemajuan daerahnya. 
9. Partisipasi: Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam 
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang 
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menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
10. Penegakan hukum: Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua 
pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat. 
 
2.7 Inspektorat Daerah Terhadap Penerapan Good Governance 
Audit internal memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas 
organisasi. Aktivitas audit internal dilakukan dalam kondisi hukum dan budaya 
yang beragam, dalam organisasi-organisasi yang bervariasi, baik dalam tujuan, 
ukuran maupun struktur dan oleh orang di dalam ataupun di luar organisasi. 
Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 Pasal 4 tentang pedoman teknis 
organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota:  
"Inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas 
sebagimana dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam pasal 3 
yaitu perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan, fasilitas 
pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan." 
 
Jika tugas inspektorat selaku pengawasan kegiatan pemerintah selama 
tahun berjalan dilaksanakan dengan baik maka akan menghasilkan pengeluaran 
yang berharga yang akan menjadi masukan bagi auditor eksternal, seperti BPK 
dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
Oleh karena itu fungsi dari inspektorat perlu diberdayakan demi tercapainya 
tujuan dari penerapan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip 
good governance. 
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2.8 Hasil Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
Judul dan 
Penulis 
Variabel 
Penelitian 
Alat 
Analisis 
Hasil 
Penelitian 
Peran Audit Internal 
dalam upaya 
mewujudkan Good 
Corporate 
Governance pada 
Badan Layanan 
Umum di Indonesia 
(Maylia Pramono 
Sari, 2011) 
Good 
Corporate 
Governance, 
Internal 
Auditor, Badan 
Layanan 
Umum(BLU) 
Metode 
analisis data 
yang 
digunakan 
adalah analisis 
data 
kuantitatif, 
model analisis 
regresi 
sederhana 
Berdasarkan hasil 
analisis data dan 
pembahasan dapat 
diambil kesimpulan 
bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan 
antara peran auditor 
internal terhadap Good 
Corporate Governance 
pada entitas Badan 
Layanan Umum  
Pengaruh Peran 
Inspektorat Pembantu 
Kota dan 
Implementasi Good 
Government 
Governance terhadap 
pencegahan 
kecurangan pada 
Kota Administrasi 
Jakarta Timur 
(Innosanto 
Beawiharta, 2014) 
Good 
Government 
Governance, 
Inspektorat 
Pembantu 
Kota, 
Pencegahan 
Kecurangan 
Metode 
analisis data 
yang 
digunakan 
adalah metode 
analisis yang 
digunakan 
adalah uji 
statistik 
deskriptif, uji 
hipotesis, dan 
model regresi 
linear 
berganda 
Berdasarkan hasil 
pengujian dan analisis 
menggunakan 
deskriptif  diperoleh 
beberapa kesimpulan 
yaitu: (a) peran 
inspektorat pembantu 
kota di Jakarta Timur 
telah dilakukan dengan 
sangat baik yaitu 
dengan presentase 
85,60%, (b) 
implementasi good 
government 
governance oleh 
inspektorat pembantu 
kota di Jakarta Timur 
yaitu dengan 
presentase 84,93%, 
pencegahan 
kecurangan yang 
dilakukan oleh 
Inspektorat Pembantu 
Kota di Jakarta Timur 
sudah dilakukan 
dengan sangat baik 
yaitu dengan 
presentase 84,05% 
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Peranan Inspektorat 
Terhadap Penerapan 
Good Government 
Governance pada 
Instansi Pemerintah 
Provinsi Sulawesi 
Selatan (Ita Rezki, 
2014) 
Peranan 
Inspektorat, 
Good 
Government 
Governance 
Metode 
analisis data 
yang 
digunakan 
adalah analisis 
data 
kuantitatif, 
model analisis 
regresi 
sederhana 
Peranan Inspektorat 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
penerapan good 
government 
governance,hal ini 
terlihat dari hasil uji 
regresi yang 
menunjukkan nilai positif 
dan nilai signifikan.  
Inspektorat berperan 
penting terhadap 
penerapan good 
government governance 
pada Instansi 
Pemerintahan Provinsi 
Sulawesi Selatan 
Pengaruh Peran 
Inspektorat Daerah 
dan Budaya 
Organisasi Daerah 
Terhadap Penerapan 
Good Governance 
Studi  Empiris Pada 
Pemerintah Kota 
Bukit Tinggi (Toni, 
Syamsir. 2014) 
Peran auditor 
internal 
(Inspektorat 
Daerah), 
budaya 
organisasi, 
good 
governance 
Metode 
analisis data 
yang 
digunakan 
adalah analisis 
regresi 
berganda 
Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa: 1) 
peran inspektorat daerah 
tidak berpengaruh dan 
negatif terhadap 
penerapan good 
governance, dimana t 
hitung > t tabel yaitu -
0,439 < 2,0017 (sig 
0,663> 0,05) yang berarti 
H1 ditolak. 2) budaya 
organisasi berpengaruh 
signifikan positif 
terhadap penerapan 
good governance, 
dimana t hitung > t tabel 
yaitu 4,852 > 2,20017 
(sig 0,000 < 0,05) yang 
berarti H2 diterima. 
 
 
2.9 Kerangka Pemikiran 
Wilayah di Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau serta kondisi antar 
pulau yang cenderung tumpang tindih antar satu daerah dengan daerah yang 
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lain sehingga memaksa pemerintah untuk terus meningkatkan pengawasan 
hingga ke daerah-daerah dalam memantau sistem pengelolaan kekayaan daerah 
yang dimiliki. Organisasi pemerintahan yang semakin besar akan semakin sulit 
pula pimpinan instansi pemerintahan dalam melakukan pengawasan melalui 
komunikasi langsung dengan bawahannya dikarenakan oleh semakin 
berkembangnya suatu organisasi dan aktivitas yang dilakukan pun semakin 
kompleks. Dalam mendorong terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam sistem 
pemerintahan, maka pemerintah membutuhkan tenaga yang berkualitas yang 
dapat memberi kontribusi terhadap instansi dan masyarakat. 
Pengawasan yang efektif yang bertujuan melindungi harta organisasi 
pemerintahan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pihak organisasi. 
Pengawasan ini dimaksudkan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang dapat 
merugikan pemerintahan dan pembangunan daerah. Demi terciptanya 
pengawasan yang efektif dan efisien pemerintah membutuhkan pengawasan 
ekternal seperti BPK dan juga pengawasan internal seperti BPKP dan 
Inspektorat. Inspektorat memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi  yang tertuang 
dalam misi Inspektorat Kabupaten Maros dalam peningkatan pengawasan yang 
berkualitas, kemampuan sumber daya aparatur pengawasan, peningkatan 
hubungan kerjasama antar lembaga pengawasan, peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur pengawasan, dan peningkatan intensitas tindak lanjut hasil 
pemeriksaan. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat yang lain adalah 
melaksanakan nota kedinasan yang dikeluarkan langsung oleh Bupati untuk 
dimintai pertimbangan khusus atas apa yang terjadi dilapangan seperti 
pengaduan masyarakat, dan lain-lain. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah 
pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam 
suatu kerangka pemikiran dapat dilihat melalui gambar 2.1 sebagai berikut. 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
Peranan Inspektorat
  Penerapan Good 
Government Governance
 
2.10 Hipotesis Penelitian 
Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam organsisasi bertanggung 
jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada setiap bagian sehingga 
setiap kegiatan yang dilaksanakan terkendali dan menjadi bagian dari 
pengendalian internal organisasi. Kelancaran aktivitas operasi suatu organisasi 
perlu didukung dengan ada peraturan perundangan sebagai landasan hukum 
juga acuan bagi pemerintah dan memberdayakan pengawas internal pemerintah 
yaitu inspektorat seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi (2001:182) auditor intern 
bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya 
pengendalian intern entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. Auditor 
intern bukan pihak utama yang bertanggung jawab atas pengendalian intern 
entitas melainkan pimpinan entitasnya. 
Hasil penelitian Batubara (2006) menyatakan Selain reformasi 
kelembagaan dan reformasi manajemen publik, untuk mendukung terciptanya 
good governance, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama 
yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar dapat 
tercipta akuntabilitas publik yang nanti akan berdampak pada kesejahteraan 
rakyat. Hasil penelitian yang dikemukan peneliti dalam menunjukkan bahwa 
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adanya hubungan positif antara peranannya dalam menerapkan good 
government governance serta pentingnya pelaksanaan good governance di 
tingkat daerah. Namun dalam sebuah penelitian yang lain mengatakan bahwa 
memang ada hubungan yang positif namun efektivitas auditor internal kurang 
berjalan dengan baik, hal ini dikemukan oleh (Judhistira, 2012). 
Pentingnya peranan inspektorat selaku pengawas internal pemerintah 
diwajibkan untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya kepada BPK 
untuk dapat menghasilkan laporan hasil audit yang dibutuhkan oleh BPK, 
tentunya diperlukan kejelasan wewenang, peran dan ruang lingkup pekerjaan 
yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tugas-
tugas yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak 
hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi 
pelayanan dan konsultansi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah 
sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat 
ini dalam meningkatkan pengendalian intern guna terlaksananya tata kelola 
sistem pemerintahan yang baik (good governance).  
H1: Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan good government governance. 
 Apabila kita mengacu pada peraturan perundangan Peraturan 
Pemerintah  nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, Peraturan 
Pemerintah nomor 79 tahun 2005  yang telah dibuat pemerintah dapat menjadi 
acuan guna melihat peranan inspektorat secara jelas kewenangannya yaitu 
pemeriksaan pengujian, pengusutan, penilaian, dan pengawasan (monitoring), 
serta teori yang dikemukan oleh Sedarmayanti (2012) dalam bukunya yang 
berjudul good governance maka kita akan memahami bahwa dalam menunjang 
penerapan good government governance  dibutuhkan peranan inspektorat selaku 
pengawas intern pemerintah. Sarundajang (2005:152) menjelaskan bahwa tata 
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pemerintahan yang baik atau good governance dewasa ini sedang menjadi 
acuan dalam mencari perbaikan organisasi sesuai dengan tuntutan reformasi.  
 Hasil penelitian Innosanto (2014) menyatakan orientasi pembangunan 
sektor publik adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Kondisi ini 
berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid 
dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan 
korupsi, baik secara politik maupun administrasi. Penerapan good government 
governance yang berjalan dengan baik akan menciptakan laporan keuangan 
yang berkualitas yang jauh dari praktik kecurangan.  
 Pada dasarnya penerapan good government governance sudah diatur 
dalam perundang-undangan yang jelas seperti yang terdapat dalam PP 101 
tahun 2000 tentang prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik namun tentang 
bagaimana penerapan yang seharusnya dilakukan kadang membuat kebanyakan 
daerah bingung sehingga kebanyakan daerah hanya menuangkannya dalam visi 
dan misi tapi belum menerapkannya, bahkan belum memahami dan 
memberdayakan fungsi dan tugas inspektorat dengan benar sebagai konsep 
utamanya. 
H2: Peranan inspektorat dalam menerapkan good government governance pada 
pemerintahan Kabupaten Maros. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji keandalan suatu teori yang kemudian 
akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Pengujian penelitian menggunakan 
pengujian hipotesis (hyphotesis testing), yaitu memperhatikan hubungan antara 
variabel terikat dan variabel bebas dalam penelitian ini. Pengaturan penelitian 
dilakukan secara alamiah (non-contrived setting) melalui penelitian lapangan 
(field research) menggunakan survei terhadap responden.  
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis 
melakukan penelitian yang berpusat pada Inspektorat Pemerintah Daerah 
Kabupaten Maros yang terletak di jalan Abbas Dg. Sialu No.4 Maros Sul-Sel. 
Tempat penelitian diusulkan oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa 
Pemerintah Daerah Kabupaten Maros mengalami peningkatan atas kewajaran 
laporan keuangan dari tahun ke tahunnya dengan asumsi ada kemungkinan 
pemerintah daerah telah melakukan perbaikan atas sistem pengendalian intern 
pemerintah dengan terus meningkatkan fungsi inspektorat. 
 
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 
3.3.1 Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
memiliki kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan diteliti kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini 
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terdiri atas 52 orang pegawai yang tersebar dalam berbagai macam divisi seperti 
Inspektur Kabupaten, Sekertaris, Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Bagian 
Administrasi dan Umum, Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Inspektur 
Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu 
Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, jabatan fungsional.  
 
3.3.2 Sampel Penelitian 
Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek 
penelitian. Tujuan dari sampel penelitian adalah untuk memperoleh keterangan 
mengenai objek penelitian dengan cara mengamati sebagian dari pupulasi 
menggunakan metode sensus, yaitu penyebaran kuisioner. Berdasarkan 
pengalaman empiris ahli statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 sudah dapat 
diasumsikan berdistribusi normal. Namun, untuk mengantisipasi kuesioner yang 
tidak kembali ataupun tidak lengkap, maka peneliti mencoba untuk 
mendistribusikan kuesioner sebanyak 52 rangkap. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang diambil dari 
hasil kuisioner mengenai audit internal dan good goverment governance 
serta laporan pemeriksaan tahunan periode 2009-2014.  
2. Data kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk informasi, seperti 
gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk 
membahas rumusan masalah. 
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3.4.2 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut. 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung 
terhadap objek penelitian ini, baik melalui wawancara, kuisioner, maupun 
dokumentasi. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan dan 
pengumpulan dokumen-dokumen atau arsip-arsip perusahaan yang 
relevan dengan aktivitas konsentrasi penelitian. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data yang relevan 
dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 
distribusi langsung (direct distribution method). Jadi, peneliti mendatangi 
langsung responden baik saat mengantar atau mengambil kuesioner penelitian. 
Hal ini juga dilakukan untuk menjaga kepercayaan responden atas penelitian 
tersebut. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:142). Adapun isi kuesioner 
sebagai instrumen penelitian yang akan diberikan kepada responden terdiri atas. 
1. Profil responden, meliputi: nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 
jabatan, dan masa kerja. 
2. Daftar pertanyaan kuesioner, meliputi pertanyaan mengenai variabel 
penelitian. Variabel menjadi sangat penting dalam penelitian, mengingat 
variabel merupakan alat dan sarana untuk melakukan pengukuran. Peneliti 
menggunakan 2 jenis kuesioner yang terdiri atas varibel penelitian keefektifan 
inspektorat dan good goverment governance yang telah diadopsi dan 
diadaptasikan kembali pada daerah penelitian. Kuesioner yang telah disusun 
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secara terstruktur dan mengacu pada variabel penelitian, hal ini dimaksudkan 
untuk mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk 
menganalisis masalah. Kuesioner dikirimkan secara langsung ke instansi 
yang menjadi objek penelitian. 
 
3.6 Variabel Penelitian 
Agar penelitian ini terarah maka perlu ditentukan variabel-variabel 
berdasarkan hipotesis yang akan diteliti. Adapun variabel dalam penelitian ini 
yaitu sebagai berikut. 
1. Variabel bebas atau independent variable (X) adalah tipe variabel yang 
menentukan atau yang mempengaruhi adanya variabel yang lain (Soewadji, 
2012:115). Data informasi yang menjadi variabel bebas atau independent 
adalah peran Inspektorat. Peneliti mengadopsi instrumen penelitian dari 
Syamsir (2014). Indikator pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut. 
a. Pemeriksaan 
b. Pengujian 
c. Pengusutan 
d. Penilaian 
e. Pengawasan 
2. Variabel terikat atau dependent variable (Y) adalah variabel yang diduga 
sebagai akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya, 
yakni variabel bebas. Data informasi yang menjadi variabel terikat atau 
dependent adalah penerapan good governance. Peneliti mengadopsi 
instrumen penelitian dari Syamsir (2014). Indikator pengukuran variabel ini 
adalah sebagai berikut. 
a. Partisipasi 
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b. Aturan hukum 
c. Transparasi 
d. Daya tanggap 
e. Berorientasi pada konsensus 
f. Efektifitas dan efisiensi 
g. Akuntabilitas 
h. Bervisi strategis 
i. Saling keterkaitan 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
Kuesioner sebagai instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu 
valid dan reliable. Untuk mengetahui data yang dihasilkan dari alat ukur tersebut 
dapat menjamin mutu dari penelitian atau tidak sehingga kesimpulan-kesimpulan 
terhadap hubungan-hubungan antar variabel dapat dipercaya, akurat dan dapat 
diandalkan sehingga hasil penelitian bisa diterima, maka dilakukan uji validitas 
dan uji reliabilitas. 
1. Uji validitas 
Uji validitas penelitian ini dengan menggunakan analisis person product 
moment. Analisis person product moment dengan cara mengkorelasikan 
masing-masing skor item dengan skor total. Menurut Priyatno (2012:117) 
pengujian menggunakan uji dua sisi ini dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria 
pengujiannya adalah sebagai berikut. 
a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,3) maka instrument atau 
item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total 
(dinyatakan valid). 
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b. Jika r hitung< r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,3) maka instrumen atau item 
pernyataan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total dinyatakan 
tidak valid. 
2. Uji reliabilitas 
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cronbach alpha yaitu untuk menguji 
kelayakan terhadap konsistensi seluruh skala yang digunakan. Menurut 
Priyatno (2012: 98) untuk pengujian biasanya menggunakan batasan 0.6. 
Reabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik dan tidak dapat diterima, 
sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. 
 
3.8 Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam satu bentuk yang 
paling mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dikumpulkan, peneliti 
melakukan pengolahan data untuk mempermudah analisis. Analisis data dapat 
memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah 
penelitian. 
 
3.8.1 Uji Asumsi Klasik 
3.8.1.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 
ataukah tidak. Uji normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi 
dalam analisis parametik. Normalitas suatu data penting karena dengan adanya 
data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili 
populasi (Priyatno, 2012:33). Model regresi yang baik adalah model yang 
berdistribusi normal. 
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3.8.1.2 Analisis Auto korelasi 
Analisis korelasi sederhana atau korelasi bivariate digunakan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel. Dalam perhitungan korelasi akan 
didapat koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antar dua 
variabel tersebut. Nilai koefisien berkisar antara -1 sampai 0 atau 0 sampai 1. 
Jika nilai koefisien korelasinya semakin mendekati 1 atau -1, maka hubungan 
antara dua variabelnya akan semakin erat. Tetapi jika mendekati 0, maka 
hubungannya akan semakin lemah (Priyatno, 2012:59). 
 
3.8.1.3 Uji Multikolinearitas 
 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 
variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini idak ortogonal. Variabel 
ortogonal adalah variabel bebaas yang nilai korelasi antara sesama variabel 
bebas sama dengan nol. 
Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
multikolinearitas di dalam model regresi adalah melihat dari nilai Variance 
Inflation Factor (VIP), dan nilai tolerance. Apabila nilai tolerance mendekati 1, 
serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan 
tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi (Santoso, 
2000). 
 
 3.8.1.4 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika varians dari pengamatan yang satu ke pengamatan 
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yang lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas, tetapi jika tidak, maka terjadi 
heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas 
dalam penelitian ini menggunakan grafik scatterplot. Analisis dari grafik tersebut 
adalah sebagai berikut. 
1) Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 
yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  
2) Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3.8.2 Uji Hipotesis 
3.8.2.1 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengkur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkn variasi variabel independen. Nilai 
koefisien dterminasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel 
dependen sangat terbatas. Nilai yang mendakti satu berarti variabel-variabel 
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006) 
 
3.8.2.2 Analisis Regresi Linear Sederhana 
Priyatno (2012:73) menjelaskan bahwa analisis regresi linear sederhana 
dipakai untuk menganalisis hubungan linear antara satu variabel independen 
dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau 
meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. 
Persamaan umum regresi sederhana adalah: 
 
Y=a+bX 
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Keterangan: 
Y = Variabel dependen (Good Government Governance) 
X = Variabel independen (Peranan Inspektorat) 
a = Intercept atau konstanta yang menunjukkan nilai prediksi Y pada saat 
X = 0 sebesar a. 
b = Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan satu unit X 
akan mengakibatkan perubahan terhadap Y sebesar b. Nilai b positif 
menunjukkan hubungan yang searah antara variabel dependen dengan variabel 
independen akan mengakibatkan peningkatan dan penurunan variabel dependen. 
Nilai b negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah antara variabel 
dependen dengan variabel independen, artinya peningkatan dan penurunan 
variabel independen akan mengakibatkan penurunan dan peningkatan variabel 
dependen. 
 
3.8.2.3  Uji t 
1. Uji t atau test of significance digunakan untuk mengetahui apakah 
pengaruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 
bersifat menentukan (signifikan) atau tidak, dengan kriteria berdasarkan 
nilai signifikansi <0,05, maka variabel independen mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya, jika nilai 
signifikansinya >0,05, maka variabel independen tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Santoso, 
2000:168). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros 
4.1.1   Keadaan Geografis 
4.1.1.1   Letak dan Batas Wilayah 
Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan 
ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan 
jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam 
pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Kabupaten Maros terletak 
dibagian barat Sulawesi Selatan antara 40°45’ - 50°07’ Lintang Selatan dan 
109°205’ – 129°12’ Bujur Timur. Kabupaten Maros memiliki luas wilayah 
1.619,12 km2 dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan dengan batas wilayah 
sebagai berikut. 
(a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep. 
(b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone. 
(c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota 
Makassar. 
(d) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
 
4.1.1.2 Luas dan Ketinggian 
Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 (empat 
belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/Kelurahan. Demikian pula  sarana 
transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia berada di Kabupaten 
Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluar dari dan ke 
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Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian 
Maros secara keseluruhan. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang 
peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah 
perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata 
bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar 
terhadap pembangunan di Kabupaten Maros. 
 
4.1.1.3   Pembagian Administratif 
Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 
Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-
kelurahan. Kabupaten Maros terdiri atas 14 Kecamatan, yang dibagi lagi atas 
sejumlah 80 desa dan 23 Kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan 
Turikale. 
 
Tabel 4.1. Pembagian Daerah Administratif 
Nomor Kecamatan 
1 Turikale 
2 Maros Baros 
3 Lau 
4 Bontoa 
5 Mandai 
7 Marusu 
8 Tanralili 
9 Moncongloe 
10 Tompobulu 
11 Bantimurung 
12 Simbang 
13 Cenrana 
14 Camba 
15 Mallawa 
Sumber data: www.maroskab.go.id 
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4.1.2    Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Maros 
Visi dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maros adalah terwujudnya 
kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang bernuansa iman dan 
taqwa melalui pengawasan yang profesional. 
Misi dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Maros adalah: 
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maros, maka 
dirumuskan misi Inspektorat sebagai berikut. 
1. Peningkatan pengawasan yang berkualitas. 
2. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pengawasan. 
3. Peningkatan hubungan kerjasama antar lembaga pengawasan. 
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengawasan. 
5. Peningkatan intensitas tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
 
4.1.3   Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Maros 
Pada umumnya organisasi adalah suatu gambaran skematis tentang 
hubungan kerja untuk mencapai tujuan bersama, dengan cara menghubungkan 
fungsi-fungsi dari suatu badan usaha yang menetapkan hubungan antara 
pegawai yang melaksanakan tugasnya sehingga struktur organisasi Dinas Bina 
Marga Provinsi Sulawesi Selatan memegang peranan penting dalam pembagian 
fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja sama 
antara satu dengan yang lainnya. 
Adapun sturuktur organisasi pada Sekertariat Daerah Kabupaten Maros 
adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Maros 
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Sumber: Inspektorat Kabupaten Maros 
 
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi 
1. Inspektur 
Tugas Pokok: Menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan berdasarkan 
asas desentralisasi dan tugas pembantuan. 
Fungsi dari Inspektur dirinci sebagai berikut. 
a. Merumuskan rencana program kerja tahunan sesuai skala prioritas. 
b. Menyusun rencana strategis jangka panjang, pengembangan kapasitas 
dan profesionalisme sumber daya aparat pengawasan. 
c. Perencanaan, pembinaan, dan pengkoordinasian penyelenggaraan 
mengenai pengawasan. 
d. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengkoordinasian 
penyelenggaraan mengenai peraturan perundang-undangan 
pengawasan. 
40 
 
e. Penyelenggaraan kesejahteraan bina mental aparat pengawasan. 
f. Pembinaan dan pengkoordinasian, penyelenggaraan, pemutahiran dan 
penyajian data hasil pemeriksaan. 
g. Penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh 
Bupati. 
2. Sekretaris 
Tugas Pokok: Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan 
pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan 
inspektorat. 
Fungsi dari Sekertaris Inspektorat dirinci sebagai berikut. 
a. Mengkoordinasikan rumusan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan daerah di bidang pengawasan. 
b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategi jangka panjang, 
jangka menegah, dan jangka pendek inspektorat. 
c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan 
pengawasan. 
d. Pelayanan dan dukungan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan 
umum, dan kerumahtanggaan pada unit kerja inspektorat. 
e. Kepegawaian, peralatan umum, dan kerumahtanggaan pada unit 
inspektorat. 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain. 
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 
Tugas Pokok: Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian 
rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan 
rancangan peraturan per-undang-undangan dan mengelola data 
pengawasan. 
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Fungsi dari Kepala Sub Bagian Perencanaan dirinci sebagai berikut. 
a. Menyusun rencana kegiatan sub. Bagian perencanaan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas. 
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi 
kerja melalui DP3. 
d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk 
menghindari kesalahan. 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya. 
f. Mengkoordinasikan penyiapan rencana/programkerja pengawasan dan 
fasilitas. 
g. Melakukan penyusunan anggaran inspektorat. 
h. Melakukan penyiapan laporan dan statistik inspektorat. 
i. Melakukan penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. 
j. Menginvestarisasi permasalahan-permasalahan yang sehubungan 
dengan bidang penyusunan perencanaan. 
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan. 
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain. 
4. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum 
Tugas Pokok: Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan 
surat penyurat, dan urusan rumah tangga inspektorat. 
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Fungsi dari Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum dirinci sebagai 
berikut. 
a Meyusun rencana kegiatan sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
b Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelakanaan 
tugas kepada bawahan sehiingga pelakanaan tugas berjalan lancer. 
c Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi 
kerja melalui DP3. 
d Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk 
menghindari kesalahan. 
e Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya. 
f Melakukan pengelolaan urusan keuangan. 
g Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat-menyurat dan kearsipan 
h Melakukan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan 
analisis pelaporan. 
i Melakukan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. 
j Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub.bagian perencanaan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan. 
k Pelaksanaan tugas kedinasan lain. 
5. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 
Tugas Pokok: Meyiapkan bahan penyususunan, menghimpun, mengolah, 
menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan 
fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta 
menyusun laporan kegiatan pengawasan. 
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Fungsi dari Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dirinci sebagai 
berikut. 
a. Menyusun rencana kegiatan sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi 
kerja melalui DP3. 
d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk 
menghindari kesalahan. 
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya. 
f. Mengumpulkan bahan untuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 
g. Melakukan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 
pengawasan. 
h. Melakukan pengadministrasian laporan hasil pengawasan. 
i. Melakukan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan. 
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub Bagian Evaluasi dan 
Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumusan kebijakan. 
k. Melakukan kedinasan lainnya. 
6. Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III,IV 
Tugas Pokok: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan yang berada dalam wilayah 
kerjanya. 
Fungsi dari Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III,IV dirinci sebagai berikut. 
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a. Perencanaan dan penyiapan bahan urusan program pengawasan. 
b. Perencanaan dan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan 
pengawasan. 
c. Penyiapan bahan administrasi pengawasan terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah. 
d. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan. 
e. Penyiapan pemeriksaan, pengusutan, penyajian, dan penilaian tugas 
pengawasan. 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan. 
7. Jabatan Fungsional 
Tugas Pokok: Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional 
dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 
4.2 Hasil Penelitian 
4.2.1 Deskripsi Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 
responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai inspektorat di 
Kabupaten Maros. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan 
selama tiga minggu, mulai tanggal 13 Agustus sampai dengan 3 September 
2015. 
Terdapat 52 kuesioner yang disebar oleh peneliti, dan empat kuesioner 
yang tidak kembali. Jadi, kuesioner yang dapat diolah yaitu sejumlah 48 
kuesioner. Kuesioner terdiri dari 27 pertanyaan, terdapat 27 pertanyaan untuk 
variabel peranan inspektorat dan 14 pertanyaan untuk variabel good goverment 
governance. 
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Data demografi responden pada tabel 4.1 dibawah ini menyajikan 
beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di 
lapangan. 
 
Tabel 4.2 Demografi Responden 
Keterangan 
Jumlah 
Responden 
Persentase 
(%) 
Jenis Kelamin 
1. Pria 
2. Wanita 
 
30 
18 
 
62.5% 
37.5% 
Usia 
1. 25-30 tahun 
2. 31-35 tahun 
3. 36-40 tahun 
4. >40 tahun 
 
5 
12 
25 
14 
 
 
8.93% 
21.43% 
44,64% 
25% 
Tingkat Pendidikan 
1. S1 
2. S2 
3. S3 
 
40 
8 
- 
 
83.4% 
16.7% 
- 
 
Pengalaman 
1. 3 tahun 
2. 3-5 tahun 
3. 5-10 tahun 
4. > 20 tahun 
 
3 
4 
13 
28 
 
6.3% 
8.3% 
27.1% 
58.3% 
Sumber: data primer, diolah 2015 
 
4.2.2 Uji Kualitas Data 
4.2.2.1  Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu 
kuesioner. Kuesioner yang dikatakan valid akan mampu mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan melihat nilai 
Corrected Item Total Correlation. Dalam melakukan pengujian, peneliti 
menggunakan alat bantu berupa program statistik SPSS 22.0. 
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Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Penelitian 
Pertanyaan 
Corrected item-Total 
Correlation 
Nilai Kritis Keterangan Keterangan 
X1 0.596 0.300 Valid 
X2 0.667 0.300 Valid 
X3 0.389 0.300 Valid 
X4 0.493 0.300 Valid 
X5 0.585 0.300 Valid 
X6 0.522 0.300 Valid 
X7 0.464 0.300 Valid 
X8 0.508 0.300 Valid 
X9 0.430 0.300 Valid 
X10 0.376 0.300 Valid 
X11 0.331 0.300 Valid 
X12 0.552 0.300 Valid 
X13 0.598 0.300 Valid 
X14 0.547 0.300 Valid 
X15 0.502 0.300 Valid 
X16 0.620 0.300 Valid 
X17 0.597 0.300 Valid 
X18 0.601 0.300 Valid 
X19 0.621 0.300 Valid 
X20 0.514 0.300 Valid 
X21 0.511 0.300 Valid 
X22 0.561 0.300 Valid 
X23 0.515 0.300 Valid 
X24 0.593 0.300 Valid 
X25 0.534 0.300 Valid 
X26 0.398 0.300 Valid 
X27 0.507 0.300 Valid 
Y1 0.495 0.300 Valid 
Y2 0.483 0.300 Valid 
Y3 0.624 0.300 Valid 
Y4 0.327 0.300 Valid 
Y5 0.352 0.300 Valid 
Y6 0.322 0.300 Valid 
Y7 0.442 0.300 Valid 
Y8 0.651 0.300 Valid 
Y9 0.518 0.300 Valid 
Y10 0.441 0.300 Valid 
Y11 0.531 0.300 Valid 
Y12 0.365 0.300 Valid 
Y13 0.422 0.300 Valid 
Y14 0.565 0.300 Valid 
Sumber: data kuesioner, diolah 2015 
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Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa indeks validitas setiap pertanyaan 
sebesar 0.300, hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada kuesioner 
dinyatakan valid sebagai alat ukur penelitian. 
 
4.2.2.2   Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan 
dalam kuesiner dapat diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas digunakan nilai 
cronbach alpha. Jika nilai cronbach alpha lebih besar dari 0.600 dan nilai dari 
cronbach alpha if item deleted pada masing-masing pertanyaan lebih dai 0.600 
maka kuesioner dianggap reliabel. Pengujian reliabilitas juga menggunakan alat 
bantu program statistik 22.0. Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.3 menunjukkan 
semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini menunjukkan 
tingkat reliabiliitas. 
 
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 
Variabel 
Cronbach's 
alpha 
Cronbach's alpha Based on 
Standarized Items 
 
Keterangan 
X 0.728 0.600 Reliable 
Y 0.746 0.600 Reliable 
Sumber: data kuesioner, diolah 2015 
 
  
Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.3 menunjukkan semua variabel yang 
dijadikan instrumen dalam penelitian ini menunjukkan tingkat reliabiliitas yang 
bisa dipercaya dan dinyatakan telah handal. Dibuktikan dengan nilai cronbach’s 
alpha semua variabel yang lebih dari 0.600.  
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 
4.2.3.1  Uji Normalitas  
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah model regresi variabel 
terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model 
regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Uji normalitas 
pada penelitian ini menggunakan P-P Plot of Regresion standardized residual 
terhadap pengujian pada keseluruhan variabel pada penelitian ini. Sebagai dasar 
pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal maka 
nilai residual telah normal. 
 
Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot 
 
 
Sumber: output SPSS 22.0, diolah 2015 
 
Dari gambar 4.2 diatas dapat diketahui bahwa P-P Plot standardized 
residual menunjukkan pola data terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-
titik pada grafik normal mengikuti garis diagonal. 
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Gambar 4.3 Grafik Histogram 
 
 
Sumber: output SPSS 22.0, diolah 2015 
 
 
 Grafik histogram di atas juga menunjukkan bahwa distribusi data bersifat 
normal, dilihat dengan grafik yang membentuk simetris dan mengikuti garis 
diagonal. 
 
4.2.3.2  Autokorelasi 
Untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada model regresi dalam 
penelitian, maka dilakukan pengujian Durbin-Watson. 
 
Tabel 4.5 Uji Durbin Watson 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 0.649a 0.422 0.409 4.88379 1.862 
a. Predictors: (Constant), peranan inspektorat 
b. Dependent Variable: good goverment governance 
Sumber: output SPSS 22.0, diolah 2015 
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Berdasarkan tabel 4.4 dari nilai DW (1.862) terletak diantara dU (1.5776) 
dan 4-dU (2.4224), maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi 
penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 
 
4.2.3.3   Uji Multikolinieritas 
Uji multikolineritas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model uji regresi yang baik 
selayaknya tidak terjadi multikolineritas. Untuk melihat ada atau tidaknya 
multikolineritas dalam model regresi dilihat dari tolerance dan lawannya Variance 
Inflation Factor (VIF). Batasan umum yang dipakai adalah VIF>10 
(Sekaran,2009:353). 
 
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolineritas 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1    
Peranan Inspektorat 
(X) 
1.000 1.000 
Sumber: data primer, diolah 2015 
 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari variabel 
independen memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinieritas 
atau asumsi non multikolineritas. 
 
4.2.3.4 Uji Heterokedastisitas 
Uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa variansi variabel tidak sama 
untuk semua pengamatan. Model regresi yang baik adalah yang 
homokedastititas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Dalam penelitian ini uji 
heterokedastisitas dilakukan dengan bantuan program statistic SPSS 22.0. 
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Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 Peranan 
Inspektorat 
(X) 
1.294 4.218  0.307 0.760 
 0.023 0.037 0.091 0.621 0.537 
Sumber: data primer, diolah 2015 
 
 
Dari tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai t-statistik dari seluruh 
variabel independent tidak ada yang signifikan secara statistik, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model ini tidak heteroskedastisitas atau dengan demikian 
asumsi non heterokedastisitas terpenuhi. 
 
4.2.4    Analisis Regresi 
Setelah melakukan hasil uji klasik dan hasilnya secara keseluruhan 
menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi, maka untuk menjawab 
hipotesis digunakan analisis regresi linier sederhana dengan peranan inspektorat 
(X) sebagai variabel independen dan penerapan good government governance 
(Y) sebagai variabel dependen. Berdasarkan pada pengolahan data 
menggunakan program statistic SPSS 22.0 maka dapat diperoleh hasil sebagai 
berikut. 
 
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Regresi 
 
Variabel Koefesien T Sig 
Konstanta 14.981 2.043 0.047 
Peranan Inspektorat (X) 0.368 5.793 0.000 
Dependent Variabel: Y 
Sumber: Data primer, diolah 2015 
52 
 
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel dependen (Y) dipengaruhi oleh 
variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian, sehingga terbentuklah 
persamaan sebagai berikut. 
Y= 14.981+0.368X 
 
Berdasarkan hasil persamaan regresi diatas dapat dijelaskan besarnya 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu dari hasil 
analisis dapat diketahui bahwa variabel bebas atau independen berpengaruh 
terhadap variabel terikat atau dependen  sebesar 0.368 yang berarti bahwa jika 
variabel X naik sebesar 1 poin maka varibel Y juga akan naik sebebsar 0.368, 
dari persamaan tersebut dapat terlihat bahwa variabel independen (X) 
berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 
 
4.2.5 Koefesien Determinasi 
Uji koefesien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 
persentase sumbangan dari variabel independen secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen. Dilihat dari seberapa besar nilai koefesien 
determinasi atau R square. Berikut tabel koefesien determinasi yang dihasilkan 
dalam penelitian: 
 
Tabel 4.9 Koefesien Determinasi 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 0.649a 0.422 0.409 4.88379 
a. Predictors: (Constant), X 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber: data primer, diolah 2015 
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Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa besarnya R2 adalah 0.422 
hal ini berarti 42.2% variasi dari Y dapat dijelaskan oleh variabel independen, 
sedangkan sisanya (100% -42.2%= 57.8%) dijelaskan oleh sebab lain diluar 
penelitian. 
 
4.2.6 Pengujian Hipotesis 
4.2.6.1  Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) 
Pengujuan hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji t dalam program 
statistic SPSS 22.0, dimana pengujian yang dilakukan menggunakan taraf 
signifikansi 0.05 dengan tingkat kepercayaan 95%. 
 
Tabel 4.10 Hasil Uji t 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 14.981 7.335  2.043 0.047 
X 0.368 0.64 0.649 5.793 0.000 
a. Dependent Variable: Y     
Sumber: data primer, diolah 2015 
 
Tabel 4.11 menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Hasil uji signifikansi pengaruh parsial (uji t) pada variabel X menghasilkan 
signifikasi sebesar 0.000. Tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang mengatakan peranan inspektorat 
berpengaruh terhadap penerapan good government governance dapat diterima. 
 
4.3 Pembahasan 
Pelaksanaan good governance tidak hanya berbicara tentang tata 
kepemerintahan yang membahas struktur dan manajemen lembaga yang disebut 
54 
 
eksekutif. Karna pemerintah (goverment) adalah hanyalah salah satu dari 3 
elemen pembentuk lembaga seperti sektor swasta dan masyarakat sipil yang 
disebut governance. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan 
lingkungan ekonomi, politik, sosial-budaya, keamanan, dan hukum yang kondusif 
sehinggga ada ketertarikan dari pihak sektor swasta dalam melakukan investasi. 
Hubungan diantara ketiganya merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam 
memahami governance. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah 
utamanya dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik jika sistem 
pengawasannya dapat berfungsi efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak 
inspektorat terdiri atas perencanaan pengawasan, perumusan kebijakan, fasilitas 
pengawasan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. 
Hipoptesis menyatakan bahwa pelaksanan audit internal memiliki 
pengaruh positif terhadap penerapan good government governance. Penelitian 
ini telah menunjukkan melalui beberapa pengujian yang terdiri atas lima indikator 
variabel x yaitu pemeriksaan 0.85%, pengujian 0.84%, pengusutan 0.88%, 
penilaian 0.80%, pengawasan 0.88%  dan 10 indikator variabel y yaitu pertisipasi 
0.83%, aturan hukum 0.75%, transparansi 0.78%, responsif 0.76%, berorientasi 
pada konsensus 0.86%, fairness 0.84%, efektivitas dan efisiensi 0.84%, 
akuntabilitas 0.87%, bervisi strategis 0.79%, saling keterkaitan 0.85% bahwa ada 
pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap penerapan good government 
governance pada Pemerintah Kabupaten Maros. Hasil pengujian atas indikator 
ini dapat dilihat pada lampiran ketiga. Indikator atas peranan inspektorat 
mendapatkan persentase terbesar di bidang pengawasan, pengusutan, 
pemeriksaan, pengujian dan penilaian. Pengawasan yang dilakukan inspektorat 
ini terkait dengan PP No.79 tahun 2005 pasal 34 ayat 1 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setiap objek pemeriksaan 
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berkewajiban untuk menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Inspektorat 
selaku lembaga pengawas pemerintah berperan sebagai preventif dan represif 
dalam mewujudkan pelaksanaan sistem pemerintah daerah yang baik, yaitu 
mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas KKN. Salah 
satu kewenangan inspektorat seperti yang terdapat dalam Peraturan Nomor 08 
tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
dengan melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka 
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan. Besarnya pengaruh 
pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap penerapan good government 
governance dapat dilihat melalui hasil uji koefesien determinasi dimana dari hasil 
pengujian tersebut ditunjukkan bahwa sebesar 42.2% audit internal berpengaruh 
terhadap penerapan good government governance. Peranan inspektorat dalam 
menerapkan good government governance juga sudah efektif  dimana posisi 
inspektorat yang sudah semakin diperhitungkan posisinya serta adanya 
komitmen dalam masa pemerintahan ini untuk terus meningkatkan tata kelola 
pemerintahan yang baik melalui menindaklanjuti setiap hasil pemeriksaan, 
meraih opini WTP, antisipasi atas perubahan regulasi pengelolaan keuangan 
daerah seperti pencatatan akuntansi yang tidak menggunakan sistem cash basis 
melainkan akrual basis, dan penguatan peran inspektorat yang dapat dimulai dari 
perbaikan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusianya.  
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Syamsir, (2014) yang 
menyatakan bahwa peranan inspektorat tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penerapan good governance pada Instansi Pemerintah Kota Bukit Tinggi dan 
penerapannya juga belum efektif dikarenakan oleh dua faktor yaitu inheren dan 
strukural. Perbedaan hasil penelitian dari dua tempat yang berbeda ini ternyata 
dapat ditangani oleh pemerintah kabupaten maros yang dinyatakan langsung 
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melalui hasil wawancara singkat dengan Kepala Inspektorat Bapak Drs. H. 
Baharuddin. MM. PIA yang mengatakan bahwa meskipun kekurangan yang 
terjadi di inspektorat ini terkendala pada bagian SDM dan sarana dan prasana 
namun hal ini tidak menyurutkan langkah mereka untuk terus berkomitmen 
bersama dengan Bapak Ir. H. M. Hatta Rahman selaku Bupati untuk terus 
memberdayakan sumber daya manusia di inspektorat secara maksimal baik 
pemeriksa maupun non pemeriksa dengan terus melakukan pelatihan guna 
meningkatkan kemampuan kompetensi para pegawai dan terus menambahkan 
sarana dan prasarana khususnya pada bagian teknologi secara bertahap yang 
telah dimulai sejak tahun 2011. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Moeljono (2005:87) menyatakan 
bahwa good corporate governance dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang 
baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup 
yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses 
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan 
pengawasan, teori Sudjono dan Hoesada, (2009) menyatakan untuk memperkuat 
dan menunjang efektivitas SPI perlu dilakukan pengawasan intern yang 
dilakukan oleh APIP melalui audit, reviu, evaluasi, pemantau, kegiataan 
pengawasan lainnya, dan pembinaan kemampuan APIP. Penting bagi suatu 
organisasi pemerintahan untuk mengupayakan terciptanya good governance 
dalam setiap roda pemerintahan hal ini terkait dengan masyarakat semakin 
menuntut adanya keterbukaan atas kinerja pemerintah, yang dapat dimulai dari 
restrukturisasi kebijakan yang ada di daerah, penyederhanaan struktur,  
pembenahan internal dengan memaksimalkan fungsi inspektorat selaku 
pengawas pemerintah, karna apabila kendala internal dan perubahan eksternal 
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tidak mampu diatasi akan membawa kinerja organisasi yang tidak optimal, dan 
tidak mampu memberikan pelayan yang berkualitas sebagaimana yang 
masyarakat harapkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan pengujian dan analisis data dari penelitian ini dapat 
diperoleh kesimpulan mengenai peranan inspektorat terhadap penerapan good  
government governance pada instansi pemerintah Kabupaten Maros adalah. 
1. Indikator variabel juga telah menunjukkan bahwa indikator variabel 
peranan inspektorat mendapatkan presentase terbesar pada 
pengawasan, pengusutan, pemeriksaan, pengujian, dan penilaian. Hal ini 
sesuai dengan penelitian terdahulu dimana dalam mendukung 
optimalisasi peranan inspektorat dapat dilakukan dengan meningkatkan 
pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat. 
2. Peranan dari inspektorat daerah berpengaruh signifikan terhadap 
penerapan good governance pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten 
Maros. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu 
dimana peranan inspektorat ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 
penerapan good governance di Instansi Pemerintah Kota Bukit Tinggi. 
Peranan inspektorat dalam menerapkan good government governance 
sudah diterapkan secara efektif dimana posisi inspektorat pada 
Kabupaten Maros telah diperhitungkan dan adanya pemberdayaan yang 
maksimal atas kemampuan pegawai inspektorat demi menunjang 
kinerjanya selaku pengawas dalam memberikan kontribusi pada instansi 
Pemerintah Kabupaten Maros seperti menindaklanjuti hasil pemeriksaan, 
peningkatan opini, antisipasi atas perubahan pengelolaan keuangan
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pemerintah, serta penguatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya 
manusia di inspektorat. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut. 
1. Pengambilan responden dilakukan hanya pada inspektorat. Oleh karena 
itu, hasil penelitian ini belum mampu menggambarkan kondisi tempat 
penelitian yang sesungguhnya terjadi dilapangan. 
2. Data yang dihasilkan melalui penggunaan responden mendasarkan 
kepada persepsi responden dan wawancara. Data tersebut tidak terlepas 
dari unsur subjektivitas. 
 
5.3       Saran 
Terlepas dari kerterbatasan yang dimiliki, hasil penelitian ini diharapkan 
mempunyai implikasi yang luas untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa. 
Adapun saran dari hasil penelitian ini yaitu: 
1. Inspektorat sebaiknya meningkatkan jumlah pegawai yang memiliki latar 
belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang diberikan baik non 
pengawas maupun pengawas dengan demikian penerapan good 
government governance bisa diterapkan lebih baik.  
2. Inspektorat sebaiknya membangun kepercayaan publik. Publik dalam hal 
ini dapat berupa mitra pemerintah, baik sebagai investor, supplier, 
pelanggan, kreditor, maupun masyarakat umum. Bagi investor dan 
kreditor penerapan good government governance bagi mitranya adalah 
suatu hal yang mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun 
kreditnya. Dengan menerapkan prinsip good government governance, 
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maka baik investor maupun kreditor akan merasa lebih aman karena 
pemerintah dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepentingan 
semua pihak, dan bukan pihak tertentu saja. 
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Lampiran 2  Kuesioner Penelitian 
KUESIONER 
 
Petunjuk Pengisian 
Berikut adalah kuesioner mengenai peranan audit internal pada 
Inspektorat Kabupaten Maros, yang berjudul "Peranan Inspektorat Terhadap 
Penerapan Good Government Governance pada Instansi Pemerintah 
Kabupaten Maros". Mohon bapak/ibu/saudara(i) menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda check list pada salah satu yang 
menggambarkan kondisi yang paling mendekati atau sesuai dengan kondisi anda. 
Adapun petunjuk sebagai berikut. 
 
   STS = Sangat tidak Setuju (1) 
   TS = Tidak Setuju (2) 
   N = Netral (3) 
   S = Setuju (4) 
   SS = Sangat Setuju (5)  
 
Mohon bapak/ibu/saudara(i) menjawab pertanyaan berikut dengan 
memberikan keterangan tertulis dan tanda check list seperlunya:  
No. Responden  : ………. (diisi oleh peneliti)  
Jenis Kelamin  : ( ) laki-laki ( ) perempuan  
Jabatan   : ………………………………. 
Umur   : .............................................. 
Pendidikan Terakhir : .............................................. 
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No
. 
Pernyataan 
 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
(1) 
 
 
Tidak 
Setuju 
 
(2) 
 
 
Netral 
 
 
(3) 
 
 
Setuju 
 
 
(4) 
 
 
Sangat 
Setuju 
 
(5) 
 
 PEMERIKSAAN 
     
1. 
Memahami seluruh proses 
kegiatan organisasi dalam 
Pemerintah Kabupaten Maros. 
     
2. 
Penyusunan rencana audit 
yang dituangkan dalam 
Program Kerja Pengawasan 
Tahunan. 
     
3. 
Penugasan auditor mengarah 
kepada spesialisasi kegiatan. 
     
4. 
Inspektorat daerah melakukan 
pemeriksaan secara berkala. 
     
5. 
Inspektorat memiiliki akses 
penuh saat melakukan 
pemeriksaan. 
     
6. 
Inspektorat selalu memelihara 
independensinya saat 
melakukan pemeriksaan. 
     
7. 
Program audit disusun 
sebelum audit dilaksanakan. 
     
8. 
Batasan pemeriksaan 
ditetapkan secara jelas. 
     
 PENGUJIAN 
     
9. 
Inspektorat daerah melakukan 
pengujian terhadap laporan 
SKPD secara berkala. 
     
10. 
Inspektorat daerah menguji 
realisasi program yang 
dilaksanakan pemerintah apa 
telah sesuai dengan program 
yang telah direncanakan. 
     
11. 
Inspektorat secara regular 
menguji sistem pengendalian 
intern seluruh operasional 
akuntansi penting yang 
mempengaruhi laporan 
keuangan. 
     
12. 
Inspektorat selalu memelihara 
independensinya saat 
melakukan pengujian. 
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13. 
Pengujian sistem akuntansi 
pada Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah. 
     
 PENGUSUTAN      
14. 
Inspektorat daerah melakukan 
pengusutan atas kebenaran 
laporan mengenai adanya 
indikasi terjadinya 
penyimpangan korupsi, kolusi, 
dan nepotisme. 
     
15. 
Inspektorat selalu memelihara 
independensinya saat 
melakukan pengusutan. 
     
 PENILAIAN 
     
16. 
Inspektorat memiliki staf yang 
berkualifikasi dalam jumlah 
yang cukup, termasuk staf 
yang mempunyai latar 
belakang akunting yang 
bersertifikasi. 
     
17. 
Inspektorat daerah melakukan 
penilaian atas manfaat 
keberhasilan pelaksanaan 
suatu program. 
     
18. 
Pelatihan rutin yang relevan 
dilakukan guna mendukung 
proses penilaian. 
     
19. 
Inspektorat selalu memelihara 
independensinya saat 
melakukan penilaian. 
     
20. 
Inspektorat memiliki sumber 
daya pendukung operasional 
yang cukup. 
     
5.  PENGAWASAN      
21. 
Laporan internal audit 
ditunjukkan kepada pihak yang 
bertanggung jawab langsung 
atas operasi tersebut. 
     
22. 
Inspektorat daerah mengawasi 
pelaksanaan urusan 
pemerintah di daerah. 
     
23. 
Pemantauan dan asistensi 
penyusunan laporan 
keuangan. 
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24. Mereview laporan keuangan. 
     
25. 
Pemantauan tindak lanjut 
temuan Badan Pemeriksa 
Keuangan atas laporan 
keuangan. 
     
26. 
Anggaran yang disediakan 
dalam melaksanakan proses 
pengawasan telah sesuai. 
     
27. 
Inspektorat telah 
melaksanakan fungsinya 
selaku aparat pengawas mulai 
dari perencanaan, pelaksaaan, 
hingga pelaporan. 
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KUESIONER 
 
Petunjuk Pengisian 
Berikut adalah kuesioner mengenai peranan audit internal pada 
Inspektorat Kabupaten Maros, yang berjudul "Peranan Inspektorat Terhadap 
Penerapan Good Government Governance pada Instansi Pemerintah 
Kabupaten Maros". Mohon bapak/ibu/saudara(i) menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda check list pada salah satu yang 
menggambarkan kondisi yang paling mendekati atau sesuai dengan kondisi anda. 
Adapun petunjuk sebagai berikut. 
 
   STS = Sangat tidak Setuju (1)  
   TS = Tidak Setuju (2) 
   N = Netral (3) 
   S = Setuju (4) 
   SS = Sangat Setuju (5) 
 
 Mohon bapak/ibu/saudara(i) menjawab pertanyaan berikut dengan 
memberikan keterangan tertulis dan tanda check list seperlunya:  
No. Responden  : ………. (diisi oleh peneliti)  
Jenis Kelamin  : ( ) laki-laki ( ) perempuan  
Jabatan   : ……………………………… 
Umur    : ............................................. 
Pendidikan Terakhir : ............................................. 
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No. Pernyataan 
 
Sangat 
Tidak 
Setuju 
(1) 
 
 
Tidak 
Setuju 
 
(2) 
 
 
Netral 
 
 
(3) 
 
 
Setuju 
 
 
(4) 
 
 
Sangat 
Setuju 
 
(5) 
 
I Partisipasi      
1. 
Pemerintah dan inspektorat 
saling bekerja sama dalam 
pelaksanaan serta 
pemantauan jalannya 
Musyawarah Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah. 
     
2. 
Inspektorat turut dilibatkan 
dalam merumuskan rencana 
program kerja Tahunan sesuai 
dengan skala prioritas. 
     
II Aturan Hukum      
1. 
Adanya sosialisasi aturan yang 
digunakan sebelum inspektorat 
mereview LKPD. 
     
III Transparansi 
     
1. 
Hasil pemeriksaan dan review 
LKPD Maros dapat diakses 
secara bebas oleh yang 
berkepentingan. 
     
2. 
Inspektorat menyediakan 
informasi hasil pemeriksaan 
audit secara tepat waktu.  
     
IV Responsif 
     
1. 
Inspektorat tanggap terhadap 
pengaduan masyarakat. 
     
V Berorientasi pada Konsensus      
1. 
Inspektorat dapat menjadi 
mediator terhadap SKPD yang 
mempunyai presepsi yang 
berbeda terhadap pelaksanaan 
suatu aturan. 
     
2. 
Inspektorat turut membantu 
pemerintah dalam 
meningkatkan kinerja 
oprasional dan Lapororan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
     
VI Fairness      
1. 
Dalam pelaksanaan tugasnya 
inspektorat memberi perlakuan 
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yang setara dengan semua 
pihak yang berkepentingan. 
2. 
Tingkatpembayaran gaji 
inspektorat disesuaikan 
dengan jabatan auditor. 
     
VII Efektivitas dan Efisiensi      
1. 
Adanya penilaian yang 
dilakukan inspektorat atas 
efektivitas dan efisiensi 
pengelolaan anggaran, SDM, 
dan aset. 
     
VIII Akuntabilitas      
1. 
Inspektorat membuat laporan 
pertanggung jawaban kepada 
Bupati melalui Sekertaris 
Daerah (SEKDA). 
     
IX Bervisi Strategis      
1. 
Inspektorat turut mendorong 
pemerintah dalam 
melaksanakan program-
program kesejahteraan rakyat. 
     
X Saling Keterkaitan      
1. 
Inspektorat turut memantau 
koordinasi pelaksanaan 
program yang dilaksanakan 
SKPD. 
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Lampiran 3 Rekapitulasi Jawaban Responden 
SKORING KUESIONER 
 
PERANAN INSPEKTORAT (X1) 
  
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X 
4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 122 
3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 93 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 135 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 113 
4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 98 
3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 95 
4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 117 
5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 125 
4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 122 
4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 115 
4 4 2 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 114 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 
4 3 2 4 4 3 5 5 4 3 5 2 3 4 3 2 5 5 4 5 3 3 3 3 4 5 5 101 
5 5 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 118 
4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 118 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 135 
5 4 3 2 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 3 4 108 
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4 5 3 5 3 4 5 2 4 5 3 5 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 108 
3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 
5 5 4 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 118 
5 5 5 5 5 3 5 3. 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 129 
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 126 
4 5 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 3 5 119 
4 5 3 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 3 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 119 
4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 117 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 135 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 135 
4 4 5 4. 5 5 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 117 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 135 
4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 116 
4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 116 
4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 124 
5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 126 
5 5 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 4 109 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 135 
4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 3 5 4 3 3 4 3 5 3 5 4 3 5 3 4 5 111 
4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 3 5 5 108 
3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 3 4 3 3 4 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 5 109 
5 5 4 3 5 5 5 3 4 3 5 4 3 5 4 3 5 5 3 4 5 4 5 3 3 4 3 110 
3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 5 5 3 3 5 4 3 4 4 4 3 5 5 4 107 
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5 5 5 4 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 3 109 
5 3 5 4 3 4 3 5 5 4. 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 3 107 
3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 105 
4 3 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 4 3 3 5 3 3 5 3 3 106 
5 4 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 3 5 110 
3 4 5 5 5 4 3 3 5 3 4 5 3 4 5 3 5 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 106 
4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 5 5 4 4 5 110 
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SKORING KUESIONER 
 
 
PENERAPAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE 
 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y 
3 3 3 5 3 3 3 4 5 3 4 5 4 4 52 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 47 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 60 
2 4 2 2 1 2 3 5 4 5 5 5 5 5 50 
2 4 2 2 2 5 5 3 5 2 5 5 2 2 46 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 
5 5 4 4 3 3 5 5 5 3 5 5 4 4 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
4 4 3 5 5 5 2 5 3 5 4 4 3 4 56 
4 5 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 61 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 55 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 50 
4 4 4 3 5 2 4 5 4 3 4 4 4 4 54 
5 4 5 5 5 2 4 5 5 3 5 5 3 5 61 
4 4 4 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
4 4 4 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
4 4 4 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
4 3 3 5 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 40 
5 2 2 4 5 3 3 4 5 3 3 5 5 5 54 
4 4 3 5 5 5 2 5 3 5 4 4 3 4 56 
5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 62 
4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 
5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 65 
3 3 3 5 3 3 3 4 5 3 4 5 4 4 52 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 52 
4 4 3 5 5 5 2 5 3 3 4 4 3 4 54 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 52 
4 4 4 3 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 57 
5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 3 5 64 
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4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 4 5 3 5 58 
5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 3 5 4 3 59 
5 4 5 3 3 4 5 4 5 4 5 3 5 4 59 
4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 3 4 57 
3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 3 5 56 
3 5 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 5 5 57 
4 3 3 3 5 3 5 3 4 4 4 3 4 4 52 
5 4 3 4 3 5 5 4 5 5 3 3 4 4 57 
4 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 53 
5 5 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 47 
3 5 5 3 3 3 5 5 4 3 3 3 5 5 55 
3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 3 5 5 4 58 
5 5 3 4 4 5 4 3 5 4 4 3 3 5 57 
5 4 3 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 4 59 
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Lampiran 4 Distribusi Jawaban Responden 
 
X1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 7 14.6 14.6 14.6 
4.00 24 50.0 50.0 64.6 
5.00 17 35.4 35.4 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 2 4.2 4.2 4.2 
3.00 5 10.4 10.4 14.6 
4.00 19 39.6 39.6 54.2 
5.00 22 45.8 45.8 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 3 6.3 6.3 6.3 
3.00 13 27.1 27.1 33.3 
4.00 11 22.9 22.9 56.3 
5.00 21 43.8 43.8 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 1 2.1 2.1 2.1 
3.00 2 4.2 4.2 6.3 
4.00 22 45.8 45.8 52.1 
5.00 23 47.9 47.9 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 
 
X5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 1 2.1 2.1 2.1 
3.00 6 12.5 12.5 14.6 
4.00 11 22.9 22.9 37.5 
5.00 30 62.5 62.5 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
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X6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 5 10.4 10.4 10.4 
4.00 18 37.5 37.5 47.9 
5.00 25 52.1 52.1 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 8 16.7 16.7 16.7 
4.00 18 37.5 37.5 54.2 
5.00 22 45.8 45.8 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 1 2.1 2.1 2.1 
3.00 7 14.6 14.6 16.7 
4.00 22 45.8 45.8 62.5 
5.00 18 37.5 37.5 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 10 20.8 20.8 20.8 
4.00 22 45.8 45.8 66.7 
5.00 16 33.3 33.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 17 35.4 35.4 35.4 
4.00 16 33.3 33.3 68.8 
5.00 15 31.3 31.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
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X11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 3 6.3 6.3 6.3 
4.00 18 37.5 37.5 43.8 
5.00 27 56.3 56.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 3 6.3 6.3 6.3 
3.00 6 12.5 12.5 18.8 
4.00 15 31.3 31.3 50.0 
5.00 24 50.0 50.0 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X13 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 9 18.8 18.8 18.8 
4.00 22 45.8 45.8 64.6 
5.00 17 35.4 35.4 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X14 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 6 12.5 12.5 12.5 
4.00 21 43.8 43.8 56.3 
5.00 21 43.8 43.8 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X15 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 6 12.5 12.5 12.5 
4.00 12 25.0 25.0 37.5 
5.00 30 62.5 62.5 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
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X20 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 2 4.2 4.2 4.2 
3.00 8 16.7 16.7 20.8 
4.00 22 45.8 45.8 66.7 
5.00 16 33.3 33.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X16 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 5 10.4 10.4 10.4 
3.00 22 45.8 45.8 56.3 
4.00 10 20.8 20.8 77.1 
5.00 11 22.9 22.9 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X17 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 2 4.2 4.2 4.2 
3.00 6 12.5 12.5 16.7 
4.00 28 58.3 58.3 75.0 
5.00 12 25.0 25.0 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X18 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 3 6.3 6.3 6.3 
3.00 4 8.3 8.3 14.6 
4.00 25 52.1 52.1 66.7 
5.00 16 33.3 33.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X19 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 1 2.1 2.1 2.1 
3.00 6 12.5 12.5 14.6 
4.00 20 41.7 41.7 56.3 
5.00 21 43.8 43.8 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
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X21 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 7 14.6 14.6 14.6 
4.00 15 31.3 31.3 45.8 
5.00 26 54.2 54.2 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X22 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 4 8.3 8.3 8.3 
4.00 22 45.8 45.8 54.2 
5.00 22 45.8 45.8 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 
X23 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 8 16.7 16.7 16.7 
4.00 17 35.4 35.4 52.1 
5.00 23 47.9 47.9 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X24 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 8 16.7 16.7 16.7 
4.00 12 25.0 25.0 41.7 
5.00 28 58.3 58.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
X25 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 5 10.4 10.4 10.4 
4.00 16 33.3 33.3 43.8 
5.00 27 56.3 56.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
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X26 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 5 10.4 10.4 10.4 
4.00 22 45.8 45.8 56.3 
5.00 21 43.8 43.8 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 
X27 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 6 12.5 12.5 12.5 
4.00 12 25.0 25.0 37.5 
5.00 30 62.5 62.5 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
Y1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 2 4.2 4.2 4.2 
3.00 7 14.6 14.6 18.8 
4.00 21 43.8 43.8 62.5 
5.00 18 37.5 37.5 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
Y2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 1 2.1 2.1 2.1 
3.00 8 16.7 16.7 18.8 
4.00 22 45.8 45.8 64.6 
5.00 17 35.4 35.4 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
Y3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 3 6.3 6.3 6.3 
3.00 17 35.4 35.4 41.7 
4.00 17 35.4 35.4 77.1 
5.00 11 22.9 22.9 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
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Y4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 3 6.3 6.3 6.3 
3.00 17 35.4 35.4 41.7 
4.00 11 22.9 22.9 64.6 
5.00 17 35.4 35.4 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
Y5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 2.1 2.1 2.1 
2.00 2 4.2 4.2 6.3 
3.00 18 37.5 37.5 43.8 
4.00 11 22.9 22.9 66.7 
5.00 16 33.3 33.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
Y6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 8 16.7 16.7 16.7 
3.00 11 22.9 22.9 39.6 
4.00 12 25.0 25.0 64.6 
5.00 17 35.4 35.4 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
Y7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 3 6.3 6.3 6.3 
3.00 9 18.8 18.8 25.0 
4.00 16 33.3 33.3 58.3 
5.00 20 41.7 41.7 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
Y8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 1 2.1 2.1 2.1 
3.00 4 8.3 8.3 10.4 
4.00 14 29.2 29.2 39.6 
5.00 29 60.4 60.4 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
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Y9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 7 14.6 14.6 14.6 
4.00 14 29.2 29.2 43.8 
5.00 27 56.3 56.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 
Y10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 3 6.3 6.3 6.3 
3.00 15 31.3 31.3 37.5 
4.00 11 22.9 22.9 60.4 
5.00 19 39.6 39.6 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 
Y11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 3.00 10 20.8 20.8 20.8 
4.00 18 37.5 37.5 58.3 
5.00 20 41.7 41.7 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 
Y12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid .00 1 2.1 2.1 2.1 
3.00 8 16.7 16.7 18.8 
4.00 11 22.9 22.9 41.7 
5.00 28 58.3 58.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
 
 
Y13 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 2 4.2 4.2 4.2 
3.00 13 27.1 27.1 31.3 
4.00 18 37.5 37.5 68.8 
5.00 15 31.3 31.3 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
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Y14 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 2 4.2 4.2 4.2 
3.00 2 4.2 4.2 8.3 
4.00 25 52.1 52.1 60.4 
5.00 19 39.6 39.6 100.0 
Total 48 100.0 100.0  
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Lampiran 5 Hasil Pengujian atas Kontribusi Indikator Variabel 
 
Indikator Pemeriksaan 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
X1 17 35.4 24 50 7 14.6 0 0 0 0 48 
X2 22 45.8 19 39.6 5 10.4 2 4.2 0 0 48 
X3 21 43.8 11 22.9 13 27.1 3 6.3 0 0 48 
X4 23 47.9 22 45.8 2 4.2 1 2.1 0 0 48 
X5 30 62.5 11 22.9 6 12.5 1 2.1 0 0 48 
X6 25 52.1 18 37.5 5 10.4 0 0 0 0 48 
X7 22 45.8 18 37.5 8 16.7 0 0 0 0 48 
X8 18 37.5 22 45.8 7 14.6 1 2.1 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.856770833 
 
 
 
 
 
Indikator Pengujian 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
X9 16 33.3 22 45.8 10 20.8 0 0 0 0 48 
X10 15 31.3 16 33.3 17 35.4 0 0 0 0 48 
X11 27 56.3 18 37.5 3 6.3 0 0 0 0 48 
X12 24 50 15 31.3 6 12.5 3 6.3 0 0 48 
X13 17 35.4 22 45.8 9 18.8 0 0 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.84 
 
 
 
 
Indikator Pengusutan 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
X14 21 43.8 21 43.8 6 12.5 0 0 0 0 48 
X15 30 62.5 12 25 6 12.5 0 0 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.88125 
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Indikator Penilaian 
 
Question 
Frekuensi Jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
X16 11 22.9 10 20.8 22 45.8 5 10.4 0 0 48 
X17 12 25 28 58.3 6 12.5 2 4.2 0 0 48 
X18 16 33.3 25 52.1 4 8.3 3 6.3 0 0 48 
X19 21 43.8 20 41.7 6 12.5 1 2.1 0 0 48 
X20 16 33.3 22 45.8 8 16.7 2 4.2 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.803333333 
 
Indikator Pengawasan 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
X21 26 54.2 15 31.3 7 14.6 0 0 0 0 48 
X22 22 45.8 22 45.8 4 8.3 0 0 0 0 48 
X23 23 47.9 17 35.4 8 16.7 0 0 0 0 48 
X24 28 58.3 12 25 8 16.7 0 0 0 0 48 
X25 27 56.3 16 33.3 5 10.4 0 0 0 0 48 
X26 21 43.8 22 45.8 5 10.4 0 0 0 0 48 
X27 30 62.5 12 25 6 12.5 0 0 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.879761905 
 
Indikator Partisipasi 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
Y1 18 37.5 21 43.8 7 14.6 2 4.2 0 0 48 
Y2 17 35.4 22 45.8 8 16.7 1 2.1 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.829166667 
 
Indikator Aturan Hukum 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
Y3 11 22.9 17 35.4 17 35.4 3 6.3 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.75 
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Indikator Transparansi 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
Y4 17 35.4 11 22.9 17 35.4 3 6.3 0 0 48 
Y5 16 33.3 11 22.9 18 37.5 2 4.2 1 2.1 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.76875 
 
 
 
Responsif 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
Y6 17 35.4 12 25 11 22.9 8 16.7 0 0 
 
% 
KONTRIBUSI 
0.758333333 
 
 
 
Indikator Berorientasi Pada Konsensus 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
Y7 20 41.7 16 33.3 9 18.8 3 6.3 0 0 48 
Y8 29 60.4 14 29.2 4 8.3 1 2.1 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.858333333 
 
 
 
Indikator Fairness 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
Y9 5 27 4 14 3 7 0 0 0 0 48 
Y10 19 39.5 11 22.9 15 31.3 3 6.3 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.8375 
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Indikator Efektivitas dan Efisiensi 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
Y11 20 41.7 18 37.5 10 20.8 0 0 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.841666667 
 
 
 
Indikator Akuntabilitas 
 
Question  
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
Y12 28 58.3 11 22.9 8 16.7 1 2.1 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 0.866666667 
 
 
 
Indikator Bervisi Strategis 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
Y13 15 31.3 18 37.5 13 27.1 2 4.2 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.791666667 
 
 
 
Indikator Saling Keterkaitan 
 
Question 
Frekuensi jawaban 
N 5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % 
Y14 19 39.6 25 52.1 2 4.2 2 4.2 0 0 48 
% 
KONTRIBUSI 
0.854166667 
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Lampiran 6 Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
PERANAN INSPEKTORAT 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 48 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 48 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.746 .921 28 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X1 4.2083 .68287 48 
X2 4.2708 .81839 48 
X3 4.0417 .98841 48 
X4 4.3958 .67602 48 
X5 4.4583 .79783 48 
X6 4.4167 .67896 48 
X7 4.2917 .74258 48 
X8 4.1875 .76231 48 
X9 4.1250 .73296 48 
X10 3.9583 .82406 48 
X11 4.5000 .61885 48 
X12 4.2500 .91093 48 
X13 4.1667 .72445 48 
X14 4.3125 .68901 48 
X15 4.5000 .71459 48 
X16 3.5625 .96550 48 
X17 4.0417 .74258 48 
X18 4.1250 .81541 48 
X19 4.2708 .76463 48 
X20 4.0833 .82083 48 
X21 4.3958 .73628 48 
X22 4.3750 .63998 48 
X23 4.3125 .74822 48 
X24 4.4167 .76724 48 
X25 4.4583 .68287 48 
X26 4.3333 .66311 48 
X27 4.5000 .71459 48 
X 114.9583 11.21731 48 
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Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X1 
225.7083 484.934 .596 . .736 
X2 
225.6458 478.744 .667 . .733 
X3 225.8750 485.388 .389 . .738 
X4 225.5208 488.127 .493 . .738 
X5 225.4583 482.168 .585 . .735 
X6 225.5000 487.191 .522 . .738 
X7 225.6250 487.559 .464 . .738 
X8 225.7292 485.648 .508 . .737 
X9 225.7917 488.849 .430 . .739 
X10 225.9583 488.934 .376 . .739 
X11 225.4167 493.823 .331 . .742 
X12 225.6667 480.440 .552 . .734 
X13 225.7500 483.723 .598 . .736 
X14 225.6042 486.202 .547 . .737 
X15 225.4167 486.972 .502 . .738 
X16 226.3542 476.234 .620 . .732 
X17 225.8750 483.261 .597 . .736 
X18 225.7917 481.147 .601 . .735 
X19 225.6458 481.893 .621 . .735 
X20 225.8333 484.057 .514 . .736 
X21 225.5208 486.170 .511 . .737 
X22 225.5417 487.062 .561 . .738 
X23 225.6042 485.776 .515 . .737 
X24 225.5000 482.723 .593 . .735 
X25 225.4583 486.764 .534 . .738 
X26 225.5833 491.184 .398 . .740 
X27 225.4167 486.801 .507 . .738 
X 114.9583 125.828 1.000 . .909 
 
 
 
PENERAPAN GOOD GOVERMENT GOVERNANCE 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 48 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 48 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
.728 .838 15 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y1 4.1458 .82487 48 
Y2 4.1458 .77156 48 
Y3 3.7500 .88726 48 
Y4 3.8750 .98121 48 
Y5 3.8125 1.02431 48 
Y6 3.7917 1.11008 48 
Y7 4.1042 .92804 48 
Y8 4.4792 .74347 48 
Y9 4.4167 .73899 48 
Y10 3.9583 .98841 48 
Y11 4.2083 .77070 48 
Y12 4.3333 .99645 48 
Y13 3.9583 .87418 48 
Y14 4.2708 .73628 48 
Y 57.2708 6.35389 48 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Y1 110.3750 150.154 .495 .978 .712 
Y2 110.3750 151.090 .483 .977 .714 
Y3 110.7708 146.648 .624 .978 .704 
Y4 110.6458 151.978 .327 .984 .719 
Y5 110.7083 150.934 .352 .985 .717 
Y6 110.7292 150.840 .322 .987 .718 
Y7 110.4167 149.950 .442 .983 .713 
Y8 110.0417 148.509 .651 .974 .707 
Y9 110.1042 150.904 .518 .971 .713 
Y10 110.5625 149.230 .441 .982 .712 
Y11 110.3125 150.219 .531 .975 .712 
Y12 110.1875 150.922 .365 .984 .716 
Y13 110.5625 151.017 .422 .980 .715 
Y14 110.2500 150.106 .565 .970 .711 
Y 57.2500 40.064 1.000 1.000 .778 
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Lampiran 7 Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
UJI ASUMSI KLASIK 
 
1. NORMALITAS  
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2. UJI AUTOKORELASI 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .649a .422 .409 4.88379 1.862 
a. Predictors: (Constant), X 
b. Dependent Variable: Y 
 
dL = 1.4928 
dU = 1.5776 
 
 
3.  UJI MULTIKOLINERITAS 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
X 1.000 1.000 
 
 
4. UJI HETEROSKEDASTISITAS 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.294 4.218  .307 .760 
X .023 .037 .091 .621 .537 
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Lampiran 8 Analisis Regresi Linear Sederhana 
 
 
ANALISIS REGRESI LINEAR SEDERHANA 
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 14.981 7.335  2.043 .047 
X .368 .064 .649 5.793 .000 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
    
Lampiran 9 Koefisien Determinasi 
 
KOEFISIENSI DETERMINASI 
Model R 
R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 
.649
a 
.422 .409 4.88379 
a. Predictors: (Constant), X 
b. Dependent Variable: Y 
 
 
 
SIGNIFIKANSI SIMULTAN (Uji F) 
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio
n 
800.313 1 800.313 
33.55
4 
.000b 
Residual 1097.167 46 23.851   
Total 1897.479 47    
a. Predictors: (Constant), X 
b. Dependent Variable: Y     
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Lampiran 10 Uji t 
 
 
SIGNIFIKANSI PENGARUH PARSIAL (Uji t) 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 14.981 7.335  2.043 .047 
X .368 .064 .649 5.793 .000 
a. Dependent Variable: Y     
 
 
 
ANALISIS REGRESI 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Xb . Enter 
a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 800.313 1 800.313 33.554 .000b 
Residual 1097.167 46 23.851   
Total 1897.479 47    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 14.981 7.335  2.043 .047 
X .368 .064 .649 5.793 .000 
a. Dependent Variable: Y 
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Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 49.1931 64.6435 57.2708 4.12649 48 
Residual -9.19306 11.97810 .00000 4.83156 48 
Std. Predicted Value -1.958 1.787 .000 1.000 48 
Std. Residual -1.882 2.453 .000 .989 48 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
